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Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
2020-2024 maka Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 
2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 
perlu dilakukan penyesuaian kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Road Map 
Reformansi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Konawe Tahun 2021-2025; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesai Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
penyelenggaraan Negara yang bersih dan be bas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Mengingat 

BUPATI KONAWE, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR ~\4 TAHUN 2023 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN 
KONAWE TAHUN 2021-2025 

BUPATI KONAWE 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2022 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tehun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2019 
tentang perubahan atas peraturan Pemerintah 
nomor 72 tahun 2019 nomor 18 tahun 2016 tentang 
perangkat daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2019 Nomor 1877); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 
Tenrang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 ten tang manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

10. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tenetang 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 108); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 



1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 
Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 
445), diubah sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021- 
2025. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 
2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 
nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020-2024 (Betita Negara Republik 
Indonesia tahun 2020 nomor 441) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 233); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran 
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran 
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 
257); 

15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 (Berita 
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 
445); 

Menetapkan 



Pasal 7 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Kabupaten KonaweTahun 2021-2025 sebagaimana 
dimaksud Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 1 
Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud 
dengan: 
1. Tetap. 
2. Tetap. 
3. Tetap. 
4. Tetap. 
5. Tetap. 
6. Tetap. 
7. Tetap. 
8. Tetap. 
9. Road Map Reformasi Birokrasi adalah Road Map 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Konawe Tahun 2021-2025. 

2. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga selengkapnya 
beerbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 
Sistematika dokumen Road Map Reformasi 
Birokrasi Pemerintah kabupaten Konawe Tahun 
2021-2025 sebagai berikut: 
a. Pendahuluan; 
b. Gambaran Birokrasi Kabupaten Konawe dan 

Fokus Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 
Tahun 2021-2025; 

c. Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe. 
d. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Kabupaten Konawe. 
e. Penutup. 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga selengkapnya 
berbunyi sebagai berikut: 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 
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Diundangkan di Unaaha ., 
Pada tanggal t t-loVeW\~l't. ')()1..:) 

NAWE, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Konawe. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah 
dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang 
semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB 
yang berkualitas pada akhimya adalah untuk mempercepat rercapainya 

Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen 
alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan 
Pembangunan Nasional. 

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan 
Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB 
berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu 
menciptakan hasil, birokra si yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan 

itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah 
dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud 
apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang 
menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa 
memberikan daya ungkit yang konkret. Sehingga dalam rangka memastikan 
pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk 
menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokra si dalam sebuah 

dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh 
pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal 
tersebut, dengan mengacu pada Road map Reformasi Birokrasi Nasional, 
Kabupaten Konawe telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 
2020-2024. 

Dalam pelaksanaannya, hasil yang ditunjukan pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi rnasih belum optimal. Beherapa upaya RB masih berfokus pada 

proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung 
dirasakan masyarakat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih 
menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang 
diharapkan. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi 
perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map 
RB Kabupaten Konawe 2020-2024 belum optimal mengakselerasi tata kelola 
pemerint.ahan yang ba ik ini dapa dilihat dari berbagai indikator-indikator 

pengungkit yang masih berada pada level yang sangat rendah. Pada sisi 

1. 1 Latar Belakang 

BAB I 
PENDAHULUAN 
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Pada hakikatnya, Road Map RB harus mampu menjabarkan visi, misi, 
dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis 
dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan 
prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah 
dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road 

Map RB Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu: 
l. Ikut serta mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB 

Nasional 

Penajaman Road Map RB 2020-2024 bertujuan untuk mengakselerasi 
pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat 
dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua 
periode Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan 
bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di 
kementerian/lembaga, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan 
oleh masyarakat. Selama irii pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya 

untuk melakukan perbaikan internal masing-rnasing 
kementerian/lembaga, selain itu Road Map RB 2020-2024 sebelum 

pelaksanaannya, pengelolaan RB di level OPD belum secara optimal 

dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, 

pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). 

Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara paraial oleh 
masing-masing OPD sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional 
serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu 
dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Kabupaten Konawe 2020-2024. 

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahu n 2020 tentang Road Map Reforma si 

Birokrasi Tahun 2020-2024, maka Pemerintah Kabupaten Konawe mencoba 
melakukan adaptasi terhadap perubahan regulasi tersebut dengan 
menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai arah 
dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Diharapkan dengan adanya 
sinkornisasi penajaman arah RB ini, mampu merubah orientasi pelaksanaan 
RB selama ini yang hanya berfokus pada pemenuhan tanpa melihat dampak 
arau haail yang ditimbulkan bagi penyelenggaraan pemerinrahan rna upu n 

bagi masyarakat. 
1.2 Tujuan Penajaman Road Map RB 



RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada 
tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi 
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 
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1.3 Isu Strategis RB Tahun 2020-2024 

penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum 

mengakomodir tujuan utama Road Map pada Grand Design. Melalui 
penajaman Road Map RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan 
internal serta berdampak untuk mengungkir pencapaian agenda 
Pembangunan Nasional. 

2. Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan 
kebutuhan. 
Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. 
Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan 
urnum dalarn tata kelola pemerintahan, namun juga untuk rnerespon 

permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan 
lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus 
menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu 
disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan 
yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh 
terhadap tatanan kehidupan masyarakat. 

3 Mendukung Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan 

orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan khusunya 
dilingkup Pemerintah Kabupaten Konawe 
Penajaman Road Map RB 2020-2024 dilakukan untuk mengurangi silo 
(fragmented) antar lnstansi Pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan 
kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur 
pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang 
rnenjadi koordinaror pengampu (leading institution) pelaksariaan RB juga 

perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, 
holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal 
tersebut, melalui penajaman Road Map RB 2020-2024, seluruh Instansi 
Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong 
pencapaian tujuan Pembangunan Nasional. Demikian pula halnya di 
Kabupaten Konawe pada Road Map RB 2020-2024 akan dilakukan 
pemetaari rnengenai peran masing-rnasing OPD dalam mendukung 

pencapaian RB yang lebih berdampak. 
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2024. Isu-isu strategis tersebut akan rnempengaruhi konstruksi penajaman 

Road Map RB. 

1. Isu Strategis di Tingkat Hulu 

Isu-isu yang rnengemuka terkait implementasi Road Map RB di 
Kabupaten Konawe pada dasarnya relevan dengan isu-isu ditingkat hulu 
yang dikemukakan didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan dan 
Reformasi Birokrasi Nornor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Mas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nornor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Tahun 2020-2024. Namun demikian selain isu urnum tersebut terdapat 
isu-isu tingkat hulu yang mengemuka berdasarkan kondisi eksisting 
didalarn lingkup penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe. 
Beberapa isu tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Pemahaman terhadap konsep dan implementasi RB yang masih 
terbatas 
Salah satu kendala utama yang dihadapi didalam pelaksanaan Road 

Map RB di Kabupaten Konawe yakni pemahaman terhadap konsep RB 
dan bagairnana mengimplementasikannya masih sangat kurang atau 
terbatas. Kondisi ini terjadi pada hampir seluruh tingkatan pemangku 
kepentingan sehingga akhimya berdampak pada rendahnya 
komitmen dari stakeholder urituk melaksanakan agenda-agenda yang 

telah ditetapkan didalarn dokurnen Road Map RB Kabupaten Konawe 
Tahun 2020-2024. Kurangnya koordinasi antar instansi berwenang 
selama ini rnenjadi penghambat tersosialisasikannya konsep RB 
secara lebih luas. Rekornendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan RB 
yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tidak/belurn ditindaklanjuti 
untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan RB 
selanjutnya. Tdealnya rekomendasi yang ada harusnya dijadikan 

sebagai bahan koordinasi antar OPD untuk rnelakukan perbaikan­ 
perbaikan dalam pelaksanaan RB. Dengan diterbitkannya Permenpan 
RB Nornor 3 Tahun 2023 rnerupakan momentum yang sangat tepat 
untuk membangun koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh 
pemangku kepentingan sehingga Road Map RB bisa berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan. 

b) Road Map RB yang disusun tidak relevan dengan koridisi di Kabupaten 

Konawe 
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Terlepas dari diterbitkannya Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, 

faktanya perlu dilakukan penyesuaian dan penajaman kembali atas 

Road Map RB yang telah disusun. Mengingat dokumen Road Map RB 
yang disusun sebelumnya belurn menggambarkan secara konkrit 

peran dari berbagai stakeholder. Tidak adanya relevansi dokumen 
Road Map RB terhadap program dan kegiatan yang akan dijalankan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kendala yang sangat sulit 
dalam melaksanakan RB dilingkup Pemerintah Kabupaten Konawe. 
Dokumen yang ada hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif 
dan belum disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Semestinya 
harmonisasi Road Map RB dan Rencana Kerja (Renja) OPD perlu 

dilakukan sehingga isu dan permasalahan pelaksanaan RB dapat 
ditindal<lanjuti didalam dokumen perencanaan OPD. Dengan 
demikian Road Map RB relevan dengan rencana kerja yang akan 
dilaksanakan oleh OPD dan tidak hanya sekedar menjadi dokumen 
adrninistra tif. 

c) Agenda-agenda RB tidak/belum terinternalisasi kedalam perencanaan 
dan penganggaran daerah 

Akibat tidak berlangsungnya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan 
agenda-agenda Road Map RB yang telah disusun, menimbulkan 
keadaan stagnan dalam pelaksanaan RB. Tidak ada perkembangan 
yang signifikan, bahkan kecenderungannya mengalami fluktuasi pada 
level rendah. Agenda RB yang telah disusun berjalan secara parsial 
pada tataran rencana tim RB yang tidak/ gagal diinternalisasikan 
kedalarn dokurnen Rencana Kerja (Renja) OPD. Internalisasi agenda 

RB kedalam dokumen perencanaan hingga dokumen penganggaran 
daerah merupakan keniscayaan bagi terlaksananya seluruh agenda 
RB yamg disepakati oleh para pemangku kepentingan. Atau dengan 
kata lain jika terjalin kolaborasi yang baik antar seluruh pemangku 
kepentingan maka agenda RB akan lebih mudah dilaksanakan. 

d) Komitmen stakeholder yang masih rendah 
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan RB yakni masih 

rendahnya komitmen pemangku kepentingan. Penyebab hal ini 
karena agenda RB yang memuat tujuan untuk menciptakan birokrasi 
yang efektif, efisien, lincah dan adaptif belum tersampaikan dengan 
baik. Maka untuk mulai membangun komitmen para pemangku 
kepentingan, secara intensif konsep RB sebagai tools dalam 
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melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan perlu terus masifkan 

koordinasinya. Pemerintah Kabupaten Konawe perlu membentuk rool 

model pelaksanaan RB baik ditingkat organisasi maupun pada tingkat 
individu. Mendorong implernentasi RB memang perlu dilakukan 

secara bertahap dan sistematis sehingga akan benar-benar 
memberikan dampak bagi organisasi. 

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di 
dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. lsu 
strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain 
jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan 
derigan pelaksanaan RB ad ala h sebagai berikut: 

e) Birokrasi yang Belum Kolaboratif 
Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi 
hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran 
aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam 
praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena 
itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan 

kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) 
dan strategi pelaksanaan RB. 

f) Transformasi Digital yang Belum Optimal 
Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja 
birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE). Perurnu san kebijakan , koordinasi penerapan, dan evaluasi 

SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum 
mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih 
rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga menjadikan 
SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang 
dibangun kementerian/lembaga belum baik. Oleh karena itu 
diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara 
berkelanjutan. 

g) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum 
tuntas 

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri 
dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan 
penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. 
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Penyesuaian sistem kerja pada lnstansi Pemerintah dilakukan secara 

mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan 

menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang 

sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi aistem kerja yang 

sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada 

hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan 

dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk 

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk 

pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan 

Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 

Pada Iristansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan 

telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi 

Pemerintah dirninta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya 

melalui penyempumaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi 

yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan 

perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui 

Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan 

secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja 

yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak 

tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan 

mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu 

berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat 

dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat 

dimanfaatkan di luar unit organisasi. 

h) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi 

kendala 

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi 

banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan 

penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun 

pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya 

perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penguatan sjstem pengawasan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 

i) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan 
baik 

Budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan 

nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) 



Persoalan yang terjadi ditingkat hilir sangat berkaitan erat dengan isu 

yang rnengernuka ditingkat hulu yakni lernahnya kornitmen oleh 

stakeholder yang memiliki kewenangan langsung dan tidak berjalannya 

skenario sistem yang benar. Usaha-usaha untuk melakukan intervensi 

terhadap agenda pembangunan nasional (penanggulangan kerniskinan, 

penurunan stunting dan pengendalian inflasi) belum benar-benar 

dilaksanakan secara sistematis sehingga dampaknyapun tidak narnpak 

aecara menyeluruh. Hal tersebut dapat dilihat dari gambaran kemiakinan 

di Kabupaten Konawe masih berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi 

Tenggara yakni pada tahun 2022 sebesar 12,57°/o. Demikian juga dengan 
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Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat 

terkait dengan agenda program Pernbangunan Nasional. Isu strategis hilir 

urnurnnya terjadi sebagai turunan yang rnuncul apabila isu strategis hulu 

tidak diselesaikan. Berkaitan dengan agenda pernbangunan nasional yang 

rnenjadi fokus pernerintah seperti penanggulangan kerniskinan, 

peningkatan investasi, pengendalian inflasi, penurunan stunting dan 

peningkatan penggunaan produk dalarn negen juga telah di 

internalisasikan kedalam kebijakan pembangunan di Kabuparen Konawe 

dan telah rnenjadi hal yang prioritas penanganannya. Narnun dalarn 

perkernbangannya beberapa dari prioritas tersebut rnasih belurn 

rnenunjukan perkernbangan yang baik, diantaranya yakni usaha 

penanggulangan kerniskinan, penurunan stunting dan penggunaan 

produk dalarn negeri terrnasuk pengendalian inflasi yang kinerjanya 

rnasih bisa dirnaksirnalkan. 

Nornor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas kornponen 

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kornpeten, Harmonis, Loyal, 

Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), serta budaya integritas tinggi 

dan pelayanan prima. Sehingga hudaya kerja tersebut dapat menjadi 

pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalarn berperilaku rnenjalankan 

tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun 

budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh 

kernenterian/lernbaga, narnun belum diinternalisasi dengan baik, 

sehingga pernaharnan rnakna nilai BerAKHLAK belurn rnerata pada 

ASN di seluruh kernenterian/lernbaga/pernerintah daerah. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai 

BerAKHLAK secara rnasif dan berkelanjutan. 

2. Isu Strategis di Tingkat Hilir 
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b) Integrasi kebijakan hulu-hilir belum terkoordinasi dengan baik 

Usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe melalui 
intervensi program dan kegiatan pada OPD yang mengampuh 
sebenamya sudah cukup masif. Namun dalam prakteknya kebijakan 
ini belum diikuti dan terintegrasi dengan kebijakan ditingkat hilir 
(desa/kelurahan). Konkritnya yang terjadi, bahwa program dan 

kegiatan ditingkat OPD belum sejalan atau terintegrasi dengan 
kebijakan ditingkat desa/kelurahan. Hal ini perlu menjadi perhatian 
sebab idealnya pelaksanaan program-program sosial kemasyarakatan 
harus dilaksanakan secara kolaboratif dari tingkat hulu sampai hilir. 
Tentunya program dan kegiatan pengentasan kemiskinan, penurunan 

a) Lemahnya sistem data sosial masyakarat 

Ketersediaan data yang baik menjadi salah satu jaminan keberhasilan 
terlaksananya suatu program. Didalam program-program pemerintah 
seperti usaha penurunan kemiskinan, penurunan stunting dan 
pengendalian inflasi akurasi data menjadi sesuatu yang sangat penting 
dalam pengambilan kepurusan. Pernerinrah Kabupaten Koriawe 

sebenamya telah mulai membangun sistem satu data. Kertas kerja 
pengendalian data sosial masyarakat terutama terkait dengan data 
kemiskinan dan data stunting sudah dirancang, namun dalam 
perjalanannya komitmen membangun satu data tersebut belum 
diteruskan dan berjalan sebagaimana mestinya. Kolaborasi antar 
pemangku kepentingan dengan melibatkan BPS Kabupaten Konawe 
perlu kernbali didorong unruk meriuritaskan persoalan data. Sehingga. 

dapat tercipta satu data yang disepakati oleh seluruh stakeholder 
untuk dijadikan sebagai dasar intervensi program dan kegiatan ke 
masyarakat penerima manfaat sehingga kebijakan yang dilakukan 
tepat sasaran. 

usaha penurunan stunting yang masih menunjukan hasil yang belum 

masksimal dimana pada tahun 2022 angka stunting mengalami 

peningkatan 28, 1 % dari sebelumnya tahun 2021 sebesar 26,2°/o. 
Sedangkan dari aisi penanganan inflasi diperlukan koordinasi yang lebih 

intensif an tar stakeholder agar inflasi dapat dikendalikan dengan baik dan 
berkelanjutan. 

Berkaitan dengan hal diatas, isu-isu strategis ditingkat hilir yang 
mengemuka diantaranya: 



10 rt4 

Isu lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan memang 

menjadi hal utama yang mengemuka dalam penanganan isu-isu 

nasional yang ada. Setidaknya ini tercermin sejak Pemerintah Pusat 

rnernberikan penekanan untuk penyelsaian persoalan tersebut kepada 
seluruh Pemerintah Daerah. Informasi mengenai isu nasional 
penanganan kemiskinan, penurunan stunting dan pengendalian 
inflasi telah tersampaikan kepada seluruh lapisan pemangku 
kepentingan termasuk Pemerintah Desa dan Kelurahan. Sehingga 
semestinya seluruh pemangku kepentingan dapat sejalan dalam 
berbagai upaya pelaksanaan program-program yang ada. Hasil 
evaluasi menunjukan bahwa koordinasi dalam skala kelembagaan 
yang lebih luas dan terstruktur memang belum dilaksanakan. Ini perlu 
dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh struktur elemen 
kelembagaan pemeritntah dari tingkat OPD, Pemerintah Kecamatan 
dan Pemerintah Desa dan Kelurahan harus mengetahui secara 
bersama-sama mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu 
dilakukan dan peran serta intervensi dari masing-rnasing stakeholder 
seperti apa. 

Sejak bergulimya instruksi Pemerintah Pusat tersebut Pemerintah 
Kabupaten Konawe memang belum melakukan rapat koordinasi dalam 
skala besar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai 
dari OPD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan 
Kelurahan. Penyatuan dari seluruh tingkatan kelembagaan daerah 
dalam satu forum penting untuk dilaksanakan untuk menciptakan 
semangat dan komitmen yang sama dalam pengentasan berbagai isu­ 
isu nasional yang mengemuka khususnya penanganan kemiskinan 
ekstrim, penurunan stunting dan pengendalian inflasi. 

d) Belum tercitpanya Logical Frame Work (kerangka kerja logis) dalam 
pen an 

c) Belum adanya koordinasi antara OPD dengan Pemerintah Kecamatan, 

Desa dan Kelurahan 

stunting dan pengendalian inflasi sasarannya adalah masyarakat yang 

berada diwilayah desa dan kelurahan maka sangat perlu kebijakannya 

diintegrasikan dengan kebijakan yang ada di desa dan kelurahan 

sebab desa dan kelurahan juga rnerniliki sum hr daya anggaran dalam 

usaha-usaha tersebut. 
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Logical Frame Work (kerangka kerja logis) dalam pelaksanaan sebuah 

kebijakan penting untuk dibuat agar masing-masing pemangku 

kepentingan memiliki sasaran, stratategi, kewenangan dan tanggung 

jawab yang jelas. Ini juga penting unruk mernastikan seriap pemangku 

kepentingan menjalankan tanggungjawabnya dengan target dan range 

waktu yang sudah ditetapkan, sehingga dengan demikian lebih mudah 

untuk melakukan evaluasi atas target masing-rnasing pemangku 

kepentingan. Dengan adanya Logical Frame Work pelaksanaan 

kebijakan lebih terstruktur dan memungkinkan seluruh perangkat 

mulai dari tingkat atas sampai kebawah dapat bekerja lebih maksimal. 

Dengan memperhatikan rujuan penajaman Roadmap dan berbagai isu 

strategis baik ditingkat hulu maupun hilir seperti yang tercantum diatas, 

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokasi Republik Indonesia telah menyusun dan menerbitkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik 

Indonesia Nomor 25 tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024. Untuk menindaklanjutinya maka Road Map RB Kabupaten 

Konawe perlu dilakukan penyesuaian sehingga sejalan dengan tujuan 

Roadmap RB penajaman serta turut memperhatikan berbagai isu strategis di 

tingkat hulu maupun hilir. 
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Adapun fokus penajarnan Road Map Kabupaten Konawe Tahun 2023- 
2026 juga sejalan dan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Konawe 
Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 
2024-2026, dimana didalarn RPD Kabupaten Konawe Tahun 2024-2026 telah 
memuat 5 (lima) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yakni : 
1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas; 
2. Penguatan reformasi birokrasi untuk pelayanan public yang berkualitas; 
3. Pemerataan pembangunan infstruktur wilayah; 

No. Hasil Antara Skala 2021 2022 Sumber Data 

1 ASN Profesional 0-100 27,86 28,49 BKN 
2 Sistem Pemerintahan Berbasis 1-5 1,73 Kementerian 

Elektronik (SPBE) - PANRB 
Kualitas Pengelolaan 

3 Pengadaan Barang dan J asa 0-100 0,00 25,5 LKPP 
(PBJ) 

4 Kualitas Pelayanan Publik 0-5 2,61 2,92 Kementerian 
PANRB 

5 Kapabilitas APIP 0-5 2 2 BPKP 
6 Maturitas SPIP 0-5 1 3 BPKP 
7 Kepatuhan Terhadap Standar 0-100 40,09 55,60 ORI Pelavanan Publik 
8 Kualitas Pengelolaan 0-100 13,72 8,23 ANRI Kearsipan 

Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe masih perlu mendapat perhatian 
serius, mengingat berdasarkan hasil evaluasi RB yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Tahun 2022 menunjukan perkembangan yang masih cukup larnbat. Secara 
kumulatif nilai Indeks RB pada tahun 2022 baru mencapai angka 45,91. 
Kondisi ini merupakan garnbaran bahwa komponen-komponen indikator 
didalam RB capaiannya masih cukup rendah (lihat pada tabel 1). Menyadari 
hal ini maka Pemerintah Kabupaten Konawe berusaha melakukan perbaikan­ 
perbaikan yang sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. 
Tabel 1. Perkembangan Capaian Kornponen Pengungkit 

2.1 Garnbaran Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe 

BAB II 
GAMBARAN BIROKRASI KABUPATEN KONAWE DAN FOKUS 

PENAJAMAN ROAD MAP RB TAHUN 2020-2024 
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2.3 Sasaran Strategis RB 

Dalam pelaksanaannya Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan 

dengan sasaran pembangunan nasional, sebagaimana arahan Presiden 

tentang Reformasi Birokrasi. Pada Road Map RB 2020-2024 serelah 

penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu 

se bagai beriku t : 

1. Aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis RB yang 

merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, 

kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi 

dalam pemerintahan. 

Adapun aasaran strategis dari hard element adalah tercipranya tata kelola 

pemerintahan digital yang efektif, lincah,dan kolaboratif. Sasaran ini 

berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu 

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui 

penciptaaan hasil/ dampak yang nyata bagi masyarakat dan 

pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan 

cepat beradaptasi dalam merespon peru bahan lingkungan strategis 

2. Aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan 

sumber daya manusia. 

2.2 Tujuan RB 

Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman 

adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari Road 

Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah "Birokrasi yang bersrh , efektif 

dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". 

Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang 

berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak 

dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas 

pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan be bas KKN, serta 

peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya 

4. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; 

5. Mewujudkan Konawe yang layak huni dari aspek lingkungan; 

Semangat melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan RB di Kabupaten 

Konawe dapat terlihat dari penetapan prioritas daerah diatas. Sehirigga 

diharapkan kelemahan-kelemahan pelaksanaan RB selama ini dapat 

diselesaikan. 



14 

2.5 Penajarnan Terhadap Fokus Pelaksanaan RB 

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB 
adalah menciptakan hasil/ dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, 

dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak 

hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata 

kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir 

yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan 

agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map 

RB 2020- 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam 

dua fokus yang disebut dengan "double track:', yaitu fokus penyelesaian isu 

hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang 
disebut dengan RB Tematik. 

2.4 Penajaman Terhadap Kegiatan Utarna 

Pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajarnan, kegiatan yang 

dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang 

dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini 

meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, 

Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, 

Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada 

Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan 

dikaitkan dengan delapan area peru bahan melainkan akan berfokus pada 

pelaksanaan Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah 

kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi 

digital serta kegiatan- kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun­ 

tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya. 

Adapun sasaran strategis dari soft element adalah terciptanya budaya 

birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft 
element. Sasaran im berkaitan dengan budaya birokrasi yang 

mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, 

kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat 

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi 

dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, 

kinerja dan daya saing yang tinggi. 
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a e ap erta uan an a saran 
Baseline Baseline 

Tujuan dan Sasaran Indikator Nasional Target RPD Kabupaten 
Tujuan (Tahun 2021) 2024 Konawe 

(Tahun 2022) 
1. Terwujudnya birokrasi Capaian Indeks 25,79% 65 45,91 (Kurang) 

yang bersih, efektif, Reformasi Kab/Kota 
dan berdaya saing Birokrasi Minimal Baik 
mendrong Capaian Angka 9,65 Angka 
pembangunan Indikator Kemsikinan Kemiskinan 
nasional dan Kinerja 9,71% 12,57% 
pelayanan publik Pembangunan Pertumbuhan - Pertumbuhan 

(Angka Investasi 9% Investasi 30% 
Kernisikinan, 
Pertumbuhan 
Investasi) 

1.1 Terciptanya tata Indeks SPBE 23,58% 3,5 1,73 (Kurang) 
kelola Kab / Kota Baik 
pemerintahan Capaian 66,73% Baik 72.5 63, 92 (Baik) 
digital yang lincah, Akuntabilitas 
kolaboratif, dan Kineria 
akuntabel Capaian 91,91% WTP WTP WTP 

Akuntabilitas 
Keuangan 

1.2 Terciptanya N ilai Survey 6,90% (2022) - - 
Budaya Birokrasi Employer 
BerAKHLAK Branding 
dengan ASN yang Nilai Survey 60,9 (2022) - - 
Profesional Indeks Ber- 

AKHLAK 

s d T b 12 G Kin . Tu' 

2.6 Gap Analisis Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe dengan Target RB 
Nasional Setelah Penajaman 
Adapun Gap analisis antara kondisi Eksisting di Kabupaten Konawe 

dengan Target Road Map Nasional tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

0 ------- 

- PROBl[MIUUR 

ARAH KEBIJAKAN 
PELAKSANAAN 

REFORMASI BIROKRASI 

&re - '-t ,,,. 
0 

-------~ 
~ ••• PROl!l I M lflJI lJ 

Gambar 1. Arah Kebijakan Pelaksanaan RB 
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Kondisi 
Target Eksisting 

Kegiatan Utama Indi.kator Kegiatan Roadmap Kabupaten 
Utama RB Nasional Konawe 

2024 (Tahun 
2022) 

1 2 3 5 
1. Penyederhanaan 

Birokrasi 
(Penyederhanaan Tingkat Implementasi 
Struktur Penyederhanaan Baik - 
Organisasi) / transformasi Birokrasi 
organisasi berbasis 
kineria dan aaile 

2. Pelaksanaan Sistem Kerja Tingkat Implementasi 
Baru dan Fleksibilitas Sistem kerja Baru dan Baik Bekerja Pegawai ASN Fleksibilitas Bekerja - 

Peaawai 
3. Pelaksanaan Arsitektur 

SPBE Nasional Indeks SPBE Baik 3,5 

Tabel 3. Gap Analisis Kegiatan Utama dan Indikator 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator capaian nilai RB 
Kabupaten Konawe terhadap kondisi eksisting RB Nasional pada level tujuan 
masih cukup rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator capaian Indeks 
RB dimana Kabupaten Konawe masih berada pada level kurang. Demikian 
pula dari sisi capaian persentase angka kemiskinan di Kabupaten Konawe 
yang masih berada diatas rata-rata nasional. Sedangan untuk capaian 

pertumbuhan investasi sudah cukup baik. Sementara dilevel indikator 
capaian sasaran dapat dilihat Indeks SPBE masih berada pada level kurang. 
Untuk indikator Capaian Akuntabilitas Kinerja, Capaian Akuntabilitas 
Keuangan, Nilai Survey Penilaian lntegritas dan Nilai Survei Kepuasan 
Masyarakat mendapat nilai yang sudah cukup baik. 

Berdasarkan penajaman Road Map RB Nasional telah dilakukan 
penyederhanaan kegiatan utama menjadi 21 (dua puluh satu) kegiatan utama 

yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) indikator yang akan menjadi tolak 
ukur keberhasilan sasaran RB Kabupaten Konawe tahun 2020-2024. 
Sehingga perlu diketahui perkembangan capaian ke-21 kegiatan utama yang 
terdiri dari 28 indikator yang ada. 

Nilai Survei Nilai rata-rata - 82,87 
Penilaian Kab/Kota 
Integritas 71,4% 

Nilai Survei N ilai rata-rata - 86,00 
Kepuasan Kab/Kota 
Masvarakat 74,89% 
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Kondisi 
Target Eksisting 

Kegiatan Utama lndikator Kegiatan Roadmap Kabupaten 
Utama RB Nasional Konawe 

2024 (Tahun 
2022) 

1 2 3 5 
Tingkat Implementasi 
Inisiatif Strategi Baik - 
Arsitektur SPBE 

4. Penguatan i.mplementasi 
sistem pengendalian Tingkat Maturitas SPIP Baik 3 
intern pemerintah (SPIP) 

5. Pelaksanaan Pelayanan Tingkat Implementasi 
Pu blik Digital Ke bijakan Transformasi - - 

Digital MPP 
6. Pembangunan Zona Tingkat keberhasilan 100% 

Integritas di unit kerja pembangunan ZI predikat ZI - 

7. Pelaksanaan Sistem Indeks Perencanaan Baik Akuntabilitas Kinerja Pembangunan - 
Instansi Pemerintah yang 
terintegrasi Nilai SAKIP Baik 63,92 

8. Penguatan Pengelolaan Tingkat Tindak Lanjut 
Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat Baik - 

(LAPOR) 
9. Penguatan Upaya Survei Penilaian 

Pencegahan Korupsi Integritas (SPI) - 82,87 

10.Pelaksanaan Tata Kelola Indeks Kualitas 
Kebijakan Publik Kebijakan - - 

11. Pelaksanaan 
Pembentukan Peraturan Indeks Reformasi 

Hukum - - 
Perundangan-undangan 

12. Pelaksanaan Arsip Digital Tingkat Digitalisasi Arsip Baik 8,23 
13. Pelaksanaan Data Tingkat Kematangan 

Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Baik - 
Sektoral 

14.Penguatan Pengadaan 
Barang dan J asa Indeks Tata Kelola Baik 25,5 
Pernerintah Pengadaan 

15. Penguatan Pengelolaan Opini BPK WTP WTP 
Keuangan dan Aset Tindak Lanjut Baik Rekomendasi BPK - 

16.Penataan Jabatan Tingkat Penerapan 
Fungsional Kebijakan Transformasi Baik - 

Jabatan Funzsional 
1 7. Pengelolaan Kinerja Tingkat implementasi 

Pegawai ASN ke bijakan pengelolaan Baik - kinerja ASN 

18. Penguatan Manajemen Tingkat implementasi 
Talenta ASN Manajemen Talenta Baik - 

19. Penguatan Sis tern Merit Indeks Sistem merit Baik - 
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Dapat dilihat bahwa beberapa target indikator tahun 2024 telah dapat 
dicapai oleh Kabupaten Konawe. Beberapa indikator lainnya belum memiliki 
nilai, dikarenakan indikator tersebut merupakan nilai yang baru di 
luncurkan dan instansi leading sector belum melakukan evaluasi ke 
Kabupaten Konawe. 

Kondisi 
Target Eksisting 

Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Roadmap Kabupaten 
Utama RB Nasional Konawe 

2024 (Tahun 
2022) 

1 2 3 5 
20. Pelaksanaan Core Values Indeks Profesionalitas Baik 28,49 ASN ASN 

Indeks NSPK Baik - 
21. Pelaksanaan Pelayanan Survey Kepuasan Baik - Publik Prima Masyarakat (SKM) 

Indeks Pelayanan Publik Baik 2,92 
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inflasi. 

Sedangkan sasaran RB tematik mengambil tema-tema yang sudah 
ditetapkan oleh Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu menangani 
isu-isu pembangunan yang meliputi menurunkan angka kemiskinan, 
meningkatkan investasi, digitalisasi pemerintah dalam menurunkan 
stunting, peningkatakan penggunaan produk dalam negeri, dan menjaga 

Sasaran Kabupaten Konawe berdasarkan Tujuan RB Nasional terdiri 
dari dua sasaran yaitu sasaran RB general dan RB tematik. RB general 
terdapat dua aspek yaitu, aspek hard element dengan sasaran "terciptanya 
tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif' dan 
aspek so.ft element dengan sasaran "terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK 
dengan ASN yang profesional", 

Baseline 
Kabupaten Target Target 

Tujuan Indikator Tujuan Konawe Tahun 
(Tahun Tahun 2023 2024 
2022) 

1. Terwujudnya Capaian Indeks 45,91 55 65 
birokrasi yang bersih, Reformasi (Kurang) 
efektif, dan berdaya Birokrasi 
saing mendrong Capaian Angka 12,00% 9,65% 
pembangunan Indikator Kinerja Kemiskinan 
nasional dan Pembangunan 12,57% 
pelayanan pu bilk (Angka Pertumbuha 35% 50% 

Kemisikinan, n Investasi 
Pertumbuhan 30% 
Investasi) 

Tabel 4. Target Capaian Indikator Tujuan Road Map RB Kabupaten Konawe 
Tahun 2020-2024 

3.1 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe 

Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang 
berkembang beberapa tahun terakhir. lsu tersebut adalah terkait dampak 
dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas 
pelayanan publik, peningkatan kapasitas ASN, penciptaan Lembaga yang 
bersih dan bebas KKN, serta peningkatan transformasi digital. Sehingga 
tujuan dari Road Map RB 2020-2024 Kabupaten Konawe setelah penajaman 
adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong 
pembanguna.n nasional dan pelayanan publik", 

Target capaian indikator tujuan Road Map RB Kabupaten Konawe Tahun 
2020-2024 adalah sebagai berikut: 

BAB III 
AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KONAWE 
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Mandat Tingkat Skala 

Kegiatan Utama Inclikator Kegiatan RB Keparahan Waktu Prioritas 
Utama General (implementasi (mendesak) (Total 

Nasional renrlah) Skor\ 
" 2 3 1 4 5 6 

Penyederhanaan 
Birokrasi Tingkat (Penyederhanaan 
Struktur Implementasi 10 6 8 24 
Organisasi) / transformasi Penyederhanaan 

organisasi berbasis Birokrasi 

kineria dan aaile 
Pelaksanaan Sistem Tingkat Capaian 
Kerj a Baru dan Sistem Kerja Untuk 10 5 7 22 Fleksibilitas Bekerja Penyederhaan 
Pegawai ASN Birokrasi 

Indeks SPBE 

Pelaksanaan Arsitektur Tingkat 10 10 9 29 SPBE Nasional Implementasi 
Kebijakan 
Arsitektur SPBE 

Penguatan implementasi Tingkat Maturitas sistem pengendalian 10 4 7 21 
intern pemerintah (SPIP) SPIP 

Pelaksanaan Pelayanan Transformasi 10 8 9 27 Publik Digital Layanan Digital 

Pembangunan Zona Tingkat 
keberhasilan 10 5 6 21 Integritas di unit kerja pembanzunan ZI 

Tabel 5. Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama RB General 

3.2 Perencanaan RB General 

1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama RB General 
Dalam penetapan prioritas kegiatan utama merujuk pada arah penajaman 
Road Map RB 2020-2024 yang mernbagi kedalam dua fokus yang disebur 
dengan "double track", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut 
dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut 
dengan RB Tematik. Selanjutnya akan dilakukan analisis skala prioritas 
untuk intervensi kedua fokus tersebut dan analisis terhadap unit kerja 
atau OPD pelaksana setiap kegiatan utama yang ditetapkan. 
Seluruh kegiatan utama merupakan kegiatan mandatory yang harus 
dilaksanakan seluruh Orga nisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan 

kewenangannya. Namun dalam hal instansi mengalami keterbatasan 
sumber daya, maka perlu melakukan identifikasi tingkat prioritas 
terhadap seluruh kegiatan utama, agar kegiatan utama dengan prioritas 
tinggi untuk dilaksanakan lebih awal dan kegiatan utama dengan 
prioritas rendah untuk dilaksanakan setelahnya, namun seluruh kegiatan 
utama harus dilaksanakan. Analisis Skala Prioritas tercantum pada table 
berikut ini : 
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Berdasarkan hasil identifikasi skala prioritas kegiatan utama RB General 

diperoleh hasil skoring yang tersaji dalam tabel 5 diatas. 

Mandat Tingkat Skala 
Indikator Kegiatan RB Keparahan Waktu Prioritas Kegiatan Utama Utama General (implementasi (mendesak) (Total 

Nasional rendah) Skorl 
1 2 3 4 5 6 

Pelaksanaan Sistem Nilai SAK.IP 
Akuntabilitas Kinerja 10 4 7 21 Instansi Pemerintah yang Indeks 
terintegrasi Perencanaan 

Pembanzunan 
Tingkat Tindak 

Penguatan Pengelolaan Lanjut Pengaduan 
Masyarakat 10 7 8 25 Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang 
sudah diselesaikan 

Penguatan Upaya Survei Penilaian 10 6 7 23 Pencegahan Koru psi Integritas (SPl) 

Pelaksanaan Tata Kelola Indeks Kualitas 10 4 5 19 Kebijakan Publik Kebijakan 

Pelaksanaan Indeks Reformasi Pembentukan Peraturan Hukum 10 4 5 19 
Perundangan-undangan 

Pelaksanaan Arsip Digital Tingkat Digitalisasi 10 8 9 27 Arsip 
Tingkat 

Pelaksanaan Data Kematangan 10 5 8 23 Statistik Sektoral Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

Penguatan Pengadaan lndeks Tata Kelola Barang dan J asa Pengadaan 10 7 8 25 
Pemerintah 

Opini BPK 
Penguatan Pengelolaan 10 6 8 24 Keuangan dan Aset Tindak Lanjut 

Rekomendasi BPK 

Tingkat Penerapan 

Penataan Jabatan Kebijakan 

Fungsional Transformasi 10 6 8 24 
Jabatan 
Funzsional 
Tingkat 

Pengelolaan K.inerja implementasi 

Pegawai ASN kebijakan 10 7 8 25 
pengelolaan kinerja 
ASN 

Penguatan Manajemen Tingkat 
implementasi 10 6 8 24 Talenta ASN 
Manaiemen Talenta 

Penguatan Sistem Merit Indeks Sistem 10 7 8 25 merit 

Indeks 
Pelaksanaan Core Values Profesionalitas ASN 10 6 6 22 ASN 

Indeks NSPK 

Survey Kepuasan 

Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat (SKM) 
10 7 7 24 Publik Prima 

lndeks Pelayanan 
Pub1ik 
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2. Penetapan Target Kegiatan Utama RB General 

Berdasarkan tabel diatas, target kegiatan utama dengan total skor yang 

besar akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan lebih awal. Sehingga 

diperoleh Target Kegiatan Utama RB General Kabupaten Konawe 

sebagaimana pada tabel dibawah ini: 

Mandat Tingkat Skala 

Kegiatan Utama lndikator Kegiatan RB Keparahan Waktu Prioritas 
Utama General (implementasi (mendesak) (Total 

Nasional rend ah) Skor) 
1 2 3 4 5 6 

lndeks SPBE 

Pelaksanaan Arsitektur Tingkat 10 10 9 29 SPBE Nasional Implementasi 
Kebijakan 
Arsitektur SPBE 

Pelaksanaan Pelayanan Transformasi 10 8 9 27 Publik Digital Layanan Digital 

Pelaksanaan Arsip Tingkat Digitalisasi 10 8 9 27 Digital Arsip 
lndeks 

Pelaksanaan Core Profesionalitas ASN 10 9 7 26 Values ASN 
lndeks NSPK 

Tingkat Tindak 

Penguatan Pengelolaan Lanjut Pengaduan 

Pengaduan Masyarakat Masyarakat 10 7 8 25 
(LAPOR) yang 
sudah diselesaikan 

Penguatan Pengadaan lndeks Tata Kclola Barang dan J asa Pengadaan 10 7 8 25 
Pemerintah 

Tingkat Penerapan 
Penataan Jabatan Kebijakan 10 6 8 Fungsional Transformasi 24 

Jabatan Fungsional 
Tingkat 

Pengelolaan Kinerja implementasi 

Pegawai ASN kebijakan 10 7 8 25 
pengelolaan kinerja 
ASN 

Penguatan Sistem Merit lndeks Sistem merit 10 7 8 25 
Survey Kepuasan 

Pelaksanaan Pelayanan Masvarakat 10 7 7 Publik Prima lndeks Pelayanan 24 
Publik 

Tabel 6. 10 (sepuluh) Skala Prioritas Kegiatan Utama RB General Kabupaten 
Konawe Tahun 2023-2024 

Mempertimbangkan target waktu pencapaian RB Nasional yang berakhir 

tahun 2024 dan kesiapan sumber daya yang dimiliki maka Pemerintah 

Kabupaten memilih 10 (sepuluh) skoring tertinggi dari 21 kegiatan utama 

yang ada. 10 (sepuluh] kegiatan utama yang akan di intervensi dalarn 

rencana aksi RB General adalah sebagai berikut: 



Baseline Target Unit/Satuan Kerja 
Indikator Kegiatan RB Pelaksana 

Kegiatan Utama Utama Kabupaten 
Konawe 2023 2024 Koordinator Pelaksana 

1 2 4 5 6 7 8 

Din as 

Indeks SPBE 1,73 3,5 4 Komunikasi Semua 
dan OPD 

Informatika 
Pelaksanaan 
Arsitektur SPBE 
Nasional 

Tingkat Dinas 
Implementasi 75 75 Komunikasi Semua 
Inisiatif Strategi - dan OPD 
Arsitektur SPBE Informatika 

Tingkat Din as 
Pelayanan Pelaksanaan Implementasi Terpadu Satu OPD Pelayanan Publik Kebijakan - Baik 1 MPP Pintu dan Pelayanan Digital Transformasi Penanaman Digital MPP Modal 

Tingkat 
Digitalisasi Arsip 

Pelaksanaan Arsip (mungkin datanya Dinas Semua 
Digital tertukar, harusnya - 25 75 Perpustakaan OPD 8,23 ini yg dan Arsip 

kualitas 
nenzelolaan arsipl 
Indeks 
Profesionalitas Bad an 
ASN Kepegawaian 
(Terdapat baseline Baik 50 dan Semua 
data terakir pada - 

Pengembangan OPD 
tahun 2022 Sumber Daya 

Pelaksanaan Core dengan nilai Manusia 
Values ASN 28,49) 

Bad an 
Kepegawaian 

Indeks NSPK Baik 50 dan Semua - 
Pengem bangan OPD 
Sumber Daya 

Manusia 
Penguatan Tingkat Tindak Din as 
Pengelolaan Lanjut Pengaduan 50 80 Komunikasi Semua 
Pengaduan Masyarakat - dan OPD 
Masvarakat (LAPORl Informatika 

Penguatan Bagian 
PengadaanBarang Indeks Tata Kelola 25,5 40 70 Pengadaan Semua 

Pengadaan Barang dan OPD dan Jasa Pemerintah Jasa 
Tingkat Penerapan 

Penataan Jabatan Kebijakan Bagi an Semua 
Fungsional Transformasi - 75 90 Organisasi OPD Jabatan 

Funzsional 
Tingkat 

Pengelolaan Kinerja implementasi Bagian Semua 
Pegawai ASN kebijakan - 50 75 Organisasi OPD pengelolaan 

kineriaASN 
Bad an 

Kepegawaian 
Penguatan Sistem Indeks Sistem 200 250 dan Semua 
Merit merit - Pengembangan OPD 

Sumber Daya 
Manusia 

Survey Kepuasan 75 80 Bagi an Semua 
Masyarakat (SKM) - Organisasi OPD - - - 

Y. 'n .. 
.. 

~ 23 

Tabel 6. Target Kegiatan Uta.ma Pelaksanaan RB General 
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No. Terna Sa saran Indikator Baseline Target tahunan Leading 
tematik (2022) 2023 2024 Sector 

Penanggulangan Menurunnya Persentase Bappeda 1 angka Penduduk 12,57% 12% 11% Kerniskinan kemiskinan Miskin (TKPKD) 

DPMPTSP 
Peningkatan Meningkatnya Nilai 15 T 20T 25 T (Tim 

2 realisasi Percepatan Investasi Invenstasi Rupiah Rupiah Rupiah investasi Investasi 
Dae rah) 

Sekretariat 
Pengendalian Terkendalinya Tingkat Daerah (Tim 

3 Inflasi inflasi Inflasi - 2-3% 2-3% Pengendalian 
Inflasi 

Dae rah) 

Menurunnya Din as 
Penurunan tingkay Prevalensi Kesehatan 

4 Stunting prevalensi Stunting 28,10% 20% 14% (Tim 
stunting Penanganan 

Stunting) 

Peningkatan Meningkatnya Tingkat 
Penggunaan penggunaan Penggunaan Dinas 

5 Produk Dalam produk dalam Produk 60% 75% 100% Koperindag 
Negeri negeri Dalam (Tim P3DN) 

Negeri 
'-----= .. 

i . ~"' ~ ·- ' p~ ~ ... 
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3.3 Penetapan Terna dan Target Utama RB Ternatik 
Dalam rangka rnewujudkan irnplernentasi RB yang berdarnpak bagi 

rnasyarakat, rnaka perlu untuk ditentukan terna RB ternatik di Kabupaten 
Konawe. Sejalan dengan Permenpan RB Nornor 3 Tahun 2023, sampai dengan 
tahun 2024 RB Ternatik di Kabupaten Konawe difokuskan pada: 1. 
Penanggulangan Kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Pengendalian 
Inflasi; 4. Digitalisasi Pernerintahan; 5. Peningkatan Penggunaan Produk 
Dalam Negeri. Pernerintah Kabupaten Konawe rnernilih untuk rnelaksanakan 
intervensi terhadap ke-5 kegiatan u tama RB ternatik rnengingat secara 
keseluruhan sangat perlu untuk diirnplernentasikan didaerah karena 
capaiannya yang rnasih cukup rendah. 

Adapun untuk terna dan target RB ternatik Kabupaten Konawe terlihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 7. Terna dan Target Utama RB Ternatik 

Baseline Target Unit/Satuan Kerja 
lndikator Kegiatan RB Pelaksana 

Kegi.atan Utama Utama Kabupaten 
Konawe 2023 2024 Koordinator Pelaksana 

1 2 4 5 6 7 8 

Pelaksanaan lndeks Pelayanan Bagi an Semua 
Pelayanan Pu blik Publik 2,92 3 4 Organisasi OPD 
Prima 
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•• Masalah/ Faktor Banyak/. Dapat Bia ya Skala sering diintervens penyebab terjadi i rendah Potensi 

1 2 3 4 5 6 

1 Belum dilakukan secara 8 9 6 23 sinerzis 
Belum adanya inovasi 

2 program pengen tasan 8 9 9 26 
kemiskinan 
Belum adanya koordinasi 

3 antara OPD dan 9 9 6 24 Pemerintah Kecamatan, 
Desa/ Kelurahan 

4 Belum adanya struktur 8 9 5 22 kerangka kerja logis 

5 Lemahnya sistem data 9 9 7 25 
I sosial masyarakat 

Tabel 9. Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Penanggulangan 
Kemiskinan 

11 

Elemen Utama Elemen Turunan ldentifikasi Masalah 

1 2 3 
Belum dilakukan secara sinergis 

Strategi Belum adanya inovasi program 
pengentasan kemiskinan 
Belum adanya koordinasi antara 
OPD dan Pemerintah Kecamatan, 

Struktur Desai Kelurahan 

Hard elements Belum adanya struktur kerangka 
kerja logis 
Lemahnya sistem data sosial 
masvarakat 

Si stern 
Integrasi kebijakan program hulu- 
hilir belum terkoodinasi dengan 
baik 
Program tidak tepat sasaran 

Skill Kapasitas terbatas 

Staff 
Masih belum fokus terhadap isu 
Kualifikasi terbatas 

Soft elements Style (gaya Pendelegasian kewenangan belum 
kepemimpinan) berj alan maksimal 

Shared Value (nilai - oraanisasil 

1. Penanggulangan kemiskinan 

Tabel 8. Identifikasi Masalah Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan 
Model 7s McKinsey 

Berdasarkan tema diatas selanjutnya dilakukan identifikasi masalah 

pada setiap tema yang dipilih. Dalam perumusan identifikasi masalah 

dilakukan dengan Model 7s Mc Kinsey. Masing-masing permasalahan yang 

mengemuka berdasarkan hasil identifikasi yakni sebagai berikut 
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I 
Elemen Utama Elemen Turunan Identi.fikasi Masalah 

1 2 3 

Promosi potensi daerah masih 
konvensional 

Strategi 
Belum adanya infromasi peta 
wilayah potensi investasi 

Hard elements 
Struktur Struktur pengeolaan MPP 

Kepatuhan jam kerja 
Si stem Delay proses pelayanan masih 

cukup tinggi 

Skill Kapasitas SOM terbatas 

Staff 
Kurangnya komitmen 

Soft elements Kurangnya integritas 
Style (gaya 

kepemimpinan] - 
Shared Value (nilai - organisasi] 

2. Peningkatan Investasi 

Tabel 10. Identifikasi Masalah Peningkatan Investasi Berdasarkan Model 
7s McKinsey 

Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas diambil 6 
(enam) bobot tertinggi. Berdasarkan pembobotan tertinggi disusun logical 
frame work (terlampir) dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan 
rencana aksi. 

Masalah/Faktor I Banyak/. I Dapat I Bia ya I Skala No. penyebab sering dilnt~rvens rendah Potensi terjadi 1 

1 2 3 4 5 6 
I Integrasi kebijakan 

6 program hulu-hilir belum 8 9 8 25 
terkoodinasi denzan baik 

7 Program tidak tepat 7 7 6 20 sasaran 
8 Kapasitas terbatas 7 8 6 21 

9 Masih belum fokus 8 8 5 21 terhadao isu 
10 Kuahfikasi terbatas 7 8 b 21 

Pendelegasian 
11 kewenangan belum 8 8 6 22 

berialan maksimal 



27 

Elemen Utama Elemen Turunan Identiflkasi Masalah 

1 2 3 

Belum adanya peta alur distribusi 
pang an 

Strategi 
Kecenderungan hanya merespon 
permasalahan 

Struktur - 
Hard elements 

Belum adanya sistem informasi 
yang memberikan informasi harga 

Sistem secara real time 

Belum tersedianya sistem informasi 
ketersediaan pangan yang real time 

Skill - 
- 

Staff 
- Soft elements Style (gaya 

kepemimpinanl - 
Shared Value (nilai - orzanisasil 

3. Pengendalian Inflasi 
Tabel 12. Identifikasi Masalah Pengendalian Inflasi Berdasarkan Model 

7s McKinsey 

I Ban yak/ Dapat 
No. Masalah/Faktor penyebab sering diinter Bia ya Skala . rend ah Potensi teriadi vensi 

1 2 3 4 5 6 

1 Promosi potensi daerah masih 8 8 8 24 konvensional 

2 Belum adanya infromasi peta 9 9 8 26 wilayah potensi investasi 

3 Struktur pengeolaan MPP 8 7 6 21 
4 Kepatuhan jam kerja 8 9 6 23 

5 Delay proses pelayanan masih 9 9 7 25 cuku p tinggi 

6 Kapasitas SDM terbatas 8 8 7 23 
7 Kurangnya kornitmen 8 7 7 22 
8 Kurangnyaintegritas 7 8 7 22 

Tabel 11. Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Peningkatan 
Investasi 
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Ban yak/ Dapat Biaya Skala 
No. Masalah/Faktor penyebab . sering diintervens rend ah Po tens 

teriadi i i 
1 2 3 4 5 6 

1 Belum adanya inovasi mandiri 8 8 7 23 

2 Lemahnya sistem data 8 9 8 25 
3 Ketidatepatan sasaran program 8 8 8 24 

Tabel 15. Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Penanganan 
Stunting 

!I 

Elemen Utama Elemen Turunan Identifikasi Masalah 
II 

1 2 3 
Pelaksanaan masih bersifat 

Strategi instruktif normatif tanpa adanya 
inovasi mandiri 

Hard elements Struktur - 

Si stem 
Lemahnya data 
Program tidak tepat sasaran 

Skill Penguasaan terhadap sistem 
informasi masih kurang 

Soft elements Staff Pengelola data belum tersedia 

Style (gaya - kepernimpinanl 
Shared Value (nilai - organisasi) 

Tabel 14. Identifikasi Masalah Penanganan Stunting Berdasarkan Model 
7s McKinsey 

4. Penanganan Stunting 

I Banyak/ Dapat Bia ya Skala No. Masalah/Faktor penyebab . sering diintervens renda Potensi ter:iadi i h 
1 2 3 4 5 6 

1 Belum adanya peta alur 7 7 8 22 distribusi pangan 

2 Kecenderungan hanya merespon 8 8 7 23 permasalahan 

Belum adanya sistem informasi 
3 yang memberikan informasi 8 9 8 25 

harga secara real time 

Belum tersedianya sistem 
4 informasi ketersediaan pangan 9 9 8 26 

yang real time 

Tabel 13. Penetapan Skoring Tertinggi Penyebab Masalah Pengendalian 
Inflasi 
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Berdasarkan identifikasi masalah diatas menjadi dasar dalam 
penentuan Logical Frame Work setiap agenda RB Tematik yang akan 
dilaksanakan dan kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan Rencana Aksi 
RB Tematik. Logical Frame Work masing-masing sebagai berikut: 

I Ban yak/ Dapat J Skala 
No. Masalah/Faktor penyebab sering diintervens Biaya p t o ens rendah . 

I terjadi i 1 

1 2 3 4 5 6 
Belum adanya pemahanan para 

1 pelaku UMKM mengenai E- 9 8 8 25 
Tenedring, E-Purchasing dll 
Belum adanya koordinasi yang 

2 intensif antara OPD dan pelaku 9 9 8 26 
usaha yang terkait 
Lemahnya tingkat kepatuhan 

3 terhadap pelasakanaan sistem 9 8 8 25 
masih lemah 

4 Personil UKPBJ yang masih 8 9 9 26 terbatas 

Tabel 17. Penetapan Skoring Tertinggi Peningkatan Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

~ 

Elemen Utama Elemen Turunan ldentifikasi Masalah 

1 2 3 

Strategi Belum adanya sosialisasi yang 
masif kepada pelaku UMKM 

Hard elements Koordinasi antar OPD dan pelaku 
Struktur usaha yang terkait langsung masih 

cukup lemah 

Sis tern Tingkat kepatuhan terhadap 
pelaksanaan sistem masih lemah 

Skill - 
Staff Personil masih kurang 

Soft elements Style (gaya 
kepemimpinanl - 

Shared Value (nilai - organisasi] 

Tabel 16. Identifikasi Masalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 
Negeri Berdasarkan Model 7s McKinsey 

5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

-- - - - - - - - 
4 Lemahnya penguasaan sistem 9 8 7 24 informasi pengelolaan data 

5 Pengelola data yang terlatih belum 8 8 8 24 tersedia 
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Berdasarkan prinsip diatas maka untuk menjamin efektifitas dan 
efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan RB, dilakukan pembenahan pengelola 
RB di lingkungan Kabupaten Konawe, dimana telah disusun Tim Pengelola 
Reformasi Birokrasi yang terdiri dari beberapa Kelompok Kerja (Pokja) 

Pelaksanaan Road Map RB Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024 akan 
berhasil jika seluruh stakeholder Pemerintah Kabupaten Konawe memiliki: 
1. Komitmen; 
2. Menyelesaikan akar masalah; 
3. Kolaboratif; 
4. Inovatif; dan 
5. Mampu mengelola perubahan; 

Mon1tor1n9 
dan Ev-1luas1 

Pel.aks.an.aoi\n 
Renc•n• Ak~1 

Penyu5un.iln 
Rencana Aks, 

P4iitnOtap.tn 
Kinor1o1 

(log frdme) 

ldGnt1f•k•si 
M.ts•lo1h 

MG>m11ih 
Tem..t 

Monitoring 
d:iin Ev:iiluo:u1 

Pcl:iikson3:>n 
Rone.an.:. Aks., 

Pcnyusun:iin 
Ronc.1n:ii Aks1 

~neta-n P,lo,lta1 P•neta1><1n To,11•t 
l(~latan Utama l<e•l•ton Uta,... 

4.1 Pelaksanaan RB di Kabupaten Konawe 

Dalam pelaksanaan Road Map RB Nasional 2020-2024 sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 
Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Kabupaten 
Konawe melakukan perubahan atas perencanaan dan tata kelola reformasi 
birokrasi dalam dokumen perencanaan, untuk dipahami dan dilaksanakan 
oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Arah Kebijakan 
pembangunan RB di Kabupaten Konawe tergambar didalam skema berikut: 

Gambar 2. Pembangunan RB di Kabupaten Konawe 

BABIV 
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

DI KABUPATEN KONAWE 
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3) Anggota 

Mengelola kegiatan utama: 

1) Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur 

Organisasi) / transforrnasi organisasi berbasis kinerja dan agile. 

2) Pelaksanaan Core Values ASN 

b) Tim Pengampu Kegiatan Uta.ma 2 

1) Koordinator 

2) Sekretaris 

3) Anggota 

Mengelola kegiatan u tama: 

1) Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai 

ASN 

2) Penataan Jabatan Fungsional 

3) Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN 

4) Penguatan Manajemen Talenta ASN 

5) Penguatan Sistem Merit 

c) Tim Pengampu Kegiatan Uta.ma 3 

1) Koordinator 

2) Sekretaris 

3) Anggota 

Mengelola kegiatan urama Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional 

d) Tim Pengampu Kegiatan Uta.ma 4 

1) Koordinator 

2) Sekretaris 

3) Anggota 

Mengelola kegiatan u ta.ma: 

Pengampuh. Tim yang dibentuk merupakan tim efektif yang mampu bekerja 

secara fokus dalam Pembangunan RB. Tim Pengelola RB Kabupaten Konawe 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tim Pengarah RB yakrii Bupati Koriawe 

2. Ketua RB Ka bu paten Konawe adalah Sekretaris Daerah 

3. Sekretaris RB adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Konawe. 

4. Tim Pokja pengampuh RB General: 

a) Tim Pokja Pengampu Kegiatan Uta.ma 1 

1) Koordinator 

2) Sekreraris 
I 
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1) Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah 

(SPIP) 

2) Pembangunan Zona Integritas di unit kerja 

3) Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi 

e) Tim Pengampu Kegiatan Utama 5 

1) Koordinator 

2) Sekretaris 

3) Anggota 

Mengelola kegiatan utama: 

1) Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

terinregraai 

2) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

f) Tim Pengampu Kegiatan Utama 6 

1) Koordinator 

2) Sekretaris 

3) Anggota 

Mengelola kegiatan utama: 

1) Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

2) Pelaksanaan Data Statistik Sektoral 

3) Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima 

g) Tim Pengampu Kegiatan Utama 7 

1) Koordinator 

2) Sekretaris 

3) Anggota 

Mengelola kegiatan utama: 

1) Pelaksanaan Arsip Digital 

5. Tim Pokja pengampuh RB Tematik: 

a) Tim Pokja Pengampu Terna 1 

1) Koordinator 

2) Sekretaris 

3) Anggota 

Mengelola kegiatan utama: 

1) Penanggulangan kemiskinan 

b) Tim Pokja Pengampu Terna 2 

1) Koordinator 

2) Sekretaris 

3) Anggota 
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Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan untuk 
mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB sesuai target dan waktu 
yang direncanakan. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi 

4.2 Mekanisme Monitoirng dan Evaluasi RB 

Tim Reformasi Birokrasi bersifat ad hoc dan memiliki peran, 
kewenangan, dan tanggung jawab untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan dalam Road Map, menyusun dan melaksanakan rencana aksi 
tahunan pelaksanaan RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB 

sesuai dengan kegiatan utama dan indikator yang diampu, melakukan 
evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan, menyusun rencana aksi 
tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB yang telah 
dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi 
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk disampaikan kepada ketua 
Tim RB Kabupaten Kabupaten Konawe dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi 
Nasional. 

Mengelola kegiatan utama: 

1) Peningkatan investasi 

c) Tim Pokja Pengampu Terna 3 

1) Koordinator 

2) Sekretaris 
3) Anggota 
Mengelola kegiatan u tama: 
1) Pengendalian inflasi 

d) Tim Pokja Pengampu Terna 4 
1) Koordinator 
2) Sekretaris 

3) Anggota 
Mengelola kegiatan utama: 
1) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan 

e) Tim Pokja Pengampu Terna 5 
1) Koordinator 
2) Sekretaris 
3) Anggota 
Mengelola kegiatan utama: 
1) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 
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penting ketika pelaksanaan rencana aksi terlaksana sesuai yang diharapkan 

sehingga dapat dilakukan analisis dan rekomendasi untuk menanggulangi 

hambatan-hambatan yang ada. Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB 

dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RB Kabupaten Konawe dan 

dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan. 
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Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi 

pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, 

berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dengan 

prima, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik 

apararur negara. 

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang 

efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola 

Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat 

dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang 

berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dengan mengacu 

pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, Kabupaten Konawe telah 

menyusun dan menetapkan Penajaman Road Map Reformasi Birokra si Ta hun 

2020-2024. 

Pada akhimya, penetapan Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 

ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan 

reformasi birokrasi nasional sebagaimana yang diharapkan dalam Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 

BABV 
PENUTUP 



Targel 
Rencana Akal yang akan 

Oulpol Targel Target Penyeleaaian Tahun 2023 UnlVSatuan korja pelakaana 

No Kegiatan Utama lndikator KU Tahun Tahun 
Jumlah 

dilakukan lahun 2023 Anggaran (Rp) 
2023 lndikator Saluan 2023 Januari-Juli Agustua September Oklober November Oeaember Koordinator Pelakaana 

1 2 3 4 5 6 r 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 

l 
EV1lu1sl Relcomendosl lJ-IE HasU evaluasJ terhadap Dina• Komunlkasl 
SPBE rokomend1sl ll-lE SPBE 

Llpo,1n l 10.000.000 ~n lnformadka 

Blmtelc Pendamplr,pn 
Penyusun1n Anhelc:tur SPBE 
!Domain sreses 8fs.nJ1, 

2 [)c),Mfn Llyanan, Oom1ln Ke1f1t1n Kegf1t1n l 20.000.000 S.mU1 OPO 

Pe41ksaMll'I Arsltektur Tlngk1t lmplffllent,sl 
01t1 din lnformul, Oomlln Dinn KomunkHl 

I 75% ApUkasf, Ooniafn lnfrastroktur 
SPBE Kebljak1n Arsltektur SPBE d.n 1nform1tlk1 

dan Kumanan) 

Pen,lnputan Anltfttur SPBE 
3 Kedol1m 1plik1sl SIA SPBE Keg11t1n Kegfatan I 5.000.000 SemUI OPO 

Kemenpon-RB 
Peneup,n Arsftektur SPBE Ofnas KomunlbsJ 

4 K.ebup1ten Konawe oleh Ool<umen Ool<umen I 10.000.000 dan lnformatlka 
Pemednt1h D1er1h 

I 
Anallsis lay.Mn 1w1I di MPP 

HasJl1nalisl1 Lapo,an I 10.000.000 Oln11 PTSP 
cllalt1I 

2 
Rakor teknls be>rsama OPD 

Terl1b1nany1 Rakor 
Lly1n1n 

15.000.000 Oinas PT3P 

Penyusunan proset 
Tersusuny1 Ftow Chlrt 3 penpmbar1g1n deslln OOKumen I 10.000.000 

1p41kasl 
Pengg\Jnun Apllk11l 

2 
Pet1ks.an11n Pm1y1rllln Transformlisl Llyanan 

100% P.ngembangan lnfrHtfuktur Din.as PTSP 
Publlk Olgltal Dlgft1I 4 

1nllkHI 
AplikHi Lly1n1n Apllkasl ·- 50.000.000 Dines Komfnfo 

s lnte1rasl layan,n Terlnte1raslnyt leyanan La ya nan 10.000.000 

6 
Pen,:ufl•n lc.eaman..tn dan 

Terlaksana~ penauJlan Lavtnan ·- 10.000.000 
cerlorMI 1ollk1sl 

7 lmplemeni.sl MPP Olgli.l 
Terlmplementaslnya MPP 

Layan,n 10.000.000 Oln11 PTSP 
Dl•lt1I 

.. 

I 
Pol1tihln Admln 1pllk11l Akt/fny1 1p41k11I SPAN 

Apllkasl I 15.000.000 
Ofn1s Komunibsl 

SPAN Lapor Lapor Pemda Kon1we dan lnformatika 

Mensosiallsaslkan 
Terlaksananya Sos.lallwsl 

2 prengunaan SPAN lapor k• Sosiallsul 2 20.000.000 
Dinn Komunikas.f 

OPD dan masy1rakat 
ke OPO dan Masy1r1k1c dan lnformatfka 

Tingl<lt Tindlk Llnjut 
Melakulc.n pemantaU<tn Ter~nt1uny1 ltporan 

3 Pquatln Pengelol11n Peng1duan Masy1raklit 
100% 

3 
Sl'AN l.lpor masvar1k1t 

OPO 61 10.000.000 Olnes K.omulkHf 5emUI OPD 

Pengaduan M1Syaralt1t (LAPOR) 'lll"I 1ud1h dan lnforrMtlka 

dlsel ... lkln Tlnd1kl1njut l1por1n SPAN Terlahtnenya tlndak 
4 

l1por l1njut lopor1n oleh OPO 
OPO 61 10.000.000 SemU4 OPO 

5 
Monev penyelesalan Terl1ksan1nvt Monev atas 

OPO 61 10.000.000 S.mu1 OPO 
peng1dU1n SPAN lapor tlndaklanjut poda OPO 

Memei.kln relcomendasl lJ-IE Dines 

I Tin1k1t Dl1ii.llsasl Arslp ko Ulporan hlsJI pemetHn Laporan I S.000.000 Perpustakaan dan 

ANRI Arsio - ~ ~ Tind1kl1nJut aras 
Dlnu 

1- ~EI 2 l.lpor1n hosll tlndlkl1njut Lapo,an 1 10.000.000 Perpustakaan dan 

11;, !'. 1 "11 rol<omondasl dtrl ANRI Arslp . 
Penvuwn1n Kl1slflk1sl Arslp, 

u,n1s 

r-. 3 Drift Dokum«1 Ool<umen I 15.000.000 P.-pustahan dan 

~~ 

SKKAD, Peng1Ju1n JRA, TND . v r P«setujuan Jadwal Reteml Terbltnya persetuJu.an JRA Sur•t 
Dinis 

• l 15.000.000 Perpust1kaan dan 
Arslp (JRA) oleh ANRI oleh ANRI Persotu)Uln ·-'" 
PeoyusWlln dan Penetapen Oln1s 

5 
Perb<Jp Toni.ns JRA, T1i. Oftet•pkanny1 Per-atur•n Perbup I 20.000.000 0/nas Perpvstakaan din 

4 Pel1ksan11n Arslp Olgltol Tlr181<1t 01,1 .. 11, .. 1 Arslp 25% NHkllh orn1s. SKKAO, 8up,1tf Perpuuakaan dan Alsip 
K1111fok1st Arslp Arslp 

Soo11ll11sl Perbup Tenting DINS 

6 JRA. T1t1 N1sltlh Dinos, T.rl1k11n1nnya IC>Sl•llsesl Kee. I 20.000.000 PerpustakHn d.n 

SKKAO, Kl11lflk11I Arslp Arslp 

RENCANA AKSI RB GENERAL 



1 
P~mpfng.1n penaunHn Terl1h1n1ny1 pet1tlhan OPD 32 25.000.000 5emu1 OPO 
1pllkul 51UKANOI 1>1d1 OPO 

8 
lmplementu, pengunHn 

lmpleme<1t1sl l)ldl OPO OPO 32 l0.000.000 5emua OPD 
1pllkul SRIKANOI 1>1d1 OPO 

Moni!Ofl"I din Evoluasl Monev lmplemet1tasl 
9 dalam pe,ner,pan apflkas.f penet'll)ln 1pllk1sl OPD 32 5.000.000 S..mua OPD 

SRIKANOI Pldl DPO SRI KANDI 

1 
Memet1k1n rftomendasf LHE lAporan hull pemetaan 5.000.000 Bag/an PBJ S.tda 
lndek T111 Kelol1 Peng1dl1n 

Lapoun I 

Rumuun ket1nc,k1 
Rumuwnhasfl 

2 tindaklanJut atH 
tlndakl1nJu1 

Llpo,10 1 5.000.000 811J11n PIIJ S..tdo 

relcomendasl dlrl UCPP 

Mefakulcan koo,dlnosl ko OPO 
3 deoa•n mellbltk1n tena11 Tef11k.s.an1ny1 tlnd1kl1njut OPD 61 10.000.000 5emua0PD 

APIP (kunJU"lln llnptJ"I) 

Pencafuan uwl LKPP terkaft 
Sur1t usulan pengls1an 

Pen1uaun Pen11da1n 4 pengfsJ.n fabar..n fung1lon1I 
J•batan funplonal 

Oranc a 20.000.000 8.lg11n Pfflllldatn 
BagJan PIIJ S..tdl 

h"lde«s TI ta K.tol1 PBJ 
5 Baring den Jua PengadHn 40 8*r1nt den Jas. 

Pttmerlntah s Pelaks.anaan uJl1n Terlaks.ananya ujlan 
Oru,1 8 50.000.000 S..tda B11f1n PBJ Setda 

kompetonsl lewl I kompetonsl 

6 
PencaJutn k• BICPSOM untuk 

Penganckatan J1fung Or1n1 a 10.000.000 BKPSOM 
Pll"ll•nakatan Jafyn, 

Menyedlakan buktl duku"I 
1 untuk pemenuhln lndJkatOf· Buktl dukuna OPO 61 5.000.000 Ba1t1n PBJ Setda 

lndika!Of -llaian 

Monitoring dan Ewluasl 
Monev pencu1t1n 

8 
untuk pencuatan penpdH1n 

peng1dliHn baranc dan OPD 61 10.000.000 S<tmua OPO 
baran1 din jasa lin1lrup 
Pemd1 J•w 

I 
ldentfflk.sJ jib.tan struktlK,1 Jumlah Jabotan funcslonal 

Jablu"I 40.000.000 5emu• OPD 
v•ns 1kan dlfunsslonatkan V'"I diidentlllkasl ·- 

Perumvstn drift PffiLlllhln Draft pe,1llhen dul S.sian Or11nlsas.J 
2 dart J1bat.1n struktural ke Jabatan struktur1I ke Draft 1 10.000.000 

Setda 
Jabatan fu"lslonal Jobatan funcslonal 

Tinght Pe-nerapan 
6 

Penatun Jabatln 
KebfJaken Tr,nsforrnuJ 100% FGO dfflg1n para peman1ku 

Baglan Oragnls.asi 

Fungsional 3 Terlalcsananya FGO K-,. l 20.000.000 Sotdl S..mua OPD 
Jab.tan Fungslon1I kependnon 

Drift Anal per11ihan dlrl e.111n Organisasl 
4 Ffnalisul draft Jabatan struktural ke Draft 1 S.000.000 

iabotan funaslonal 
S..tda 

Peneta~n/penaeuhln Per1rur1n Buf)ltl/SK S.alan Oraanl"sl s perallhln ~bltln struktur1I peralihan jabatan Ptrbup/SIC 1 25.000.000 Sotdl 
k• funplonal struktural ke funpJonal 

Jumlah OPO V•"I 
1 Per~n11n kJnerja mel1kukan perencan11n OPO 61 20.000.000 5emua0PD 

kinorja 

Pongefolun Klnerjo 
Tl"lk•t lmplementasl 2 Pelaksana1n, pemantauan Jurnlah OPO v•ne: dfl)lntau 

OPO 61 50.000.000 SemuaOPO 
1 ktbljokan pencelolun 100% dan pemblnun klnerf• dandlblna BKPSOM 

Pecawal ASN 
klnerJa ASN 

Jumlah OPD v•nc 3 Evaluasf Penllat,n klnet"Ja 
dlovolua,i klnorlonv, OPD 61 50.000.000 Semua OPO 

4 
TindaklanJut ha,11.,.,lua,I 

Juml1h OPD 61 l0.000.000 S..muaOPO 
klnerl• 

Koordlnasl ka KASN monpnal 

1 
perkomba"1an nllal lndeks 

Nll11 lndeks Slstem Merit L.apo,1n I 20.000.000 BKPSOM 

I~ Sfstem Merit Kabup,ten 
Konawe 

r 

,- Metakukan tvaluasl 

o/ f ~ 
pemeuan permasalahan 

2 te<hadap perkembansan nll1I Lllparan hasll pemetun LApor,n 1 S.000.000 BKPSOM 

ln<Mks S11tem Merit 
Kabupeton Konawe 



a Pefllwtan Slstem Merit lndel<s Slttem merit 200 BKPSOM 
Perumusan 1tr1tect dal1m 

3 menv-!nalk1n permasal1h1n Rumusan 1tr1t91I Llpcr1n l 5.000.000 BKPSOM 
sJstem merit 

4 
lmplementasi strat-,J l~ementasl tat, kctt~• OPD 61 20.000.000 S.mu, OPO 
~akHnHn slstitm merit keblJ1kan publlk peen OPD 

5 
Monltorln, ct.In Evaluasl Monev fmplementasl tata OPD 61 20.000.000 Semua CPO 
pet1ksan11n sfstem merit k~ola keblJ•k•n publlk 

ICoordlMsl ke BKN menaenar 

l 
pe,kemblncan nll1l lndeks Nll1l lndelu Profeslonalltas 20.000.000 BKPSOM 
Profes.JONlftH ASN A5N LAporan I 

Klbupaten Kon1we 

Mel1kuk1n evtluui 
pemetaen permaS1l1Mn 

2 terhadlp perkemblng1n nflal Llporan hHll pemetHn L,pcr1n 1 5.000.000 BKPSOM 
lndeks Profeslon11it1s ASN 

lndeks Profeslon1lit1s 75 Kab.J~ten 1Con1we 
ASN 

BKPSOM 

3 
Perumus.an strateCf dalam 

Rumusan str1te1I l.apot""ln l S.000.000 BKPSOM 
menyelesa!On permasalahan 

lmplementHI 1tr1tegl implomentul 
• pef1ksane1n profesfomllt1s profesionllltAs k..-J• A5N OPD 61 20.000.000 SamueOPD .... oso 

Monitotlnc din Evaloasl Monev Jmpleffl4tnt1sl 
5 ~1ksana1n p,ofesfon1lltas pet1kH1n11n OPO 61 20.000.000 Samue OPD 

9 
Pel1ksannn Core Vtlue-l A5N profeslonolitH A5N 

ASN 
Koordlnul ke BKN mengenal 

1 perkembenpn nilai lndek.s Nil1l lndeks ProfesJon11itas 10.000.000 BKPSOM 
Profeslonalltas ASN A5N Llpo,an 1 

K.abup,aten Konawe 

M~akukan ewlutsl 
pemetHn pe,masal•han 

2 t«hadap ptfkembengan rnlal Llporan h1SU pemetaan Llporan l 5.000.000 BKPSOM 
lndft:s ProfeMOnllitts ASN 

lndel<sNSPK so Kabup,aten K<>Nwe BKPSOM 

3 
Perumusan str1tegl dalam Rumu,.n str1tqf Laporan l 5.000.000 BKPSOM 
menyefesaHcan permasalahan 
tmptementaSI strate11 1mp1ernentu1 

4 petaksanaan profesionalftas profesJonalltas kerja ASN OPO 61 20.000.000 Semu., OPO 
-·· --- 

Monltor1n, dan Ewlu1sf Monev lmplomentul 
s pel1ksln11n profeslonolltA• ~1ksanun OPO 61 20.000.000 Samu., OPO .... ,_. .... f-lrv-o•llt··· ........ 

Melakukan evtluasl 
pemetaan p«ma1el1han S.glan Orpnlsul 

1 terhacnp perkembong•n n11,1 Llporan hasll pemetaan Llporan 1 5.000.000 s.,ci. 
Ind.ks Pelayanan PubUk 
Kabup,aten Kooewe 

10 Pefaksanaan Petayanan lndeks P~ayanan PubUk 3 2 
Perumusan strategJ dalam Rumusan stratesl 5.000.000 

Bagfan Orpnlsasl Saglan Organlsasf 
Publlk Prima menyelewlkan permasalahan Laporan 1 Setd1 Setda 

lmplementul strttegl Te,laksananV1 perbelkan 
3 pelaksan11n perbllkan OPD 61 20.000.000 Semua OPO 

pol1yanen oubllk pol1y1non publlk 

Mon!torfna ~" Ewluasf 
Monev Implement.as/ 

4 prelaksenHn pelav,nan pubUk pefaksanHn pelayanan OPO 61 25.000.000 SemuoOPO 

- oubHk 
~- 



PermaU1l11h.1n ·r11b1kelot• 
I 

"•· Pemerlnhth Prottmm Sss•ran lndibtor Tarce-t RiPRt11H \kll yan3 •kan Outpwt 111.hlr yan1 dihasilk.ao Ta~ TW[ n, a rn IU T\\ rv An,garan (Rp) Koordlnator P~laks.na 
Puanaulu11Jan Ktmlskin2u 

dilakuL.an fuhun 2023 

I Rekon11hatl data penduduk 
..,.Ian don pornutaldnran dola 

I 
Letnaluly. llltetll dau toll&! T<tWUJudn),I do1a bole T.....tw,ya E-Dola a... I Aplikas, OTl(S d, mau,g·fflUUl8 wtlayah I 0.1abue penduduk nuolo,1 yang 28 Dola Bue .'--0000000 o ... Soo..i &ppedo, Dtnaa KB don PP. 
maoyabral kemJUO!lllll KaruolonM deooll<elurahan doopn dot• BPS I~ l<rpodu. doc tnupdole i:-naun D1rlkoo, BPS 

don dot. .. 1tt ... 1 d, .....,.. 
rna11uigOPDI.C!rb.lt 

2 Molalcubn profihng penduduk Boppedo, °"'"' Sooial. 
IIUlbn d, ,,........,.,.,a,g 20.laprofil .. ~ 28 150000.000 Dtnaa Sool&I 

P«nenntah K.ecematan, Daw KB 

Dew'Kelurohan 
11,polog, penduduk mllicm K_..,., dan P!, Pemenntah 

3 Membongun doahbootd yang J Dmhboord dola iapochi 
Dtnaa Konuo\lo, Boppcda. Drioo, 

monamptlkarl dola te<podu I Duhboorn Dtnaa Sooial, Pemmntah 
kenuslcinan .......... ,tune kcm.tsb\all teCt\J'a ree.lt.&mc Dola 30000000 Dtnaa Konunfo Koc:amatan. Dtnaa KB don PP. 
beromdTI -..n P<m<mlllh D<all(elunihan 

1 Pelabanaon _..,, 
o,,,.. Sooial, P""""""8h 

T«wUjudrtya Ul0\'811 p.....,,_ _yaroka, K- Dtnaa KB don PP. 
2 Belum adonya - prow,im -- mllicm yang l«dompolc IOO'A --d,·~ I Jumlah ~ nutkin yang SOOOCnog 9000000000 llopi,odo Pemenntah O...OC.1-i- J>«l8rnta.rl lc.emllkllllln lu,mlllonon proaranl U>OVMI - don kelurahan yang 

l«dompolc - -· Ombo, D"'-, Dtnaa PU, Dtnaa kolaboru,( ITOtm n. . ...__..... ... - 
S"""lP lroord,nu, 1nW11 DPD - rno,yaralo,t I Jumlah ,...,...- mllicm yang 

Dtnaa Konunlo, Dtnaa S.,.,ol. 
don p..,,..,tat, K........,., don Terlabanonya koo«hne,1 nu,lon yang Jmdenb.libo, I Pelaball9an Koord.ma1 anr..- Pernermtah K....-.n, Dtnaa KB 

3 100',. tend<nufibsi belwn mendapol soo Onu,g 900000000 Boppedo 
Deaa/K<lurahon ya,,g n,aa,b anwllakeholder belun, ....ndopol stakeholder ...... berlcala don PP, p..,.,,,,lah 
mw,g ... ......., llllffl'CUII DaafKelunhon 

o,,.,.s...1,,.......- 
2 TUldaJc.la,JJUl UllOl'Ytml bagt K~ Dtnaa KB don PP, 
muy .... bt trulbn yang 2 Jumlah "'"")'W'llkat lllJWl1 ya,,g S500Cnog 50000000 Bappeda Pemenntob Dooo/Kel- 
t<ridmufibs1belwnmomperot.li cbundaklanj\lll D1rlkoo, Dilam, Dtnaa PU. Dtnaa ----- TPHP. 0.... P«ibnatl. Du1U ,_ ~ .. 

PCl"l«>t ... r-1 ... , ,=---· .......... , 
Torwu,udn)'ll propm doc 

-pr-don 
I K_I......, resuJu• l Jwnlah •lol.-t ltlp"IO u:ntuk K...,..1at1, 0.- KB don PP, 

4 Bclum dtlairubu IOCflf'a IU\C!ll,)I k ....... _._. 100'-, p<rencenw1. __.,, don 120PD 50000000 Bappedo Pan<nntah Dooa/Kelunihan. 
kcimlll-.tnan yat11 tu,,erp keg,atan- pelabonoon -- '~-°""'"' Dtnaa ~ 0.... - Boppoda. Dtnaa Sosial. 

p.,,..,...i, K- 0... KB 

h•le@>:U> k<b,jabn program hulu- Terwu)Udnya ""-' 

__ ya,ua, 
1 Melakuk:an 111tem don PP. Pemenruab 

s luhr belwn ter¥00<dinas1 d«,pn progrom P<nFJlaaan miakm yang tetdampok 100'-, pengendahan don pclll!IIW1ISIIO 2 Jumlah dowkelunihan yang 696 Dew 500000000 lnapelaorm Oe,a/Kelunihm, Omk.., DwlM. 
Keousl:uwl dan OPD ~ -~ --penge,,wan cbaW011 Kelurahan Dtnaa PU, Dinos TPHP, Dulao 

boik kotqbt~I- kemaka•n kenu,bnan p-._ Dtnaa Petcmobn. 
Oma, Kopenndeg. 0.... T ..... 
K"']& don Tnllllm-1 

RBllCA1'4 AK81 R&rolUU8J IIIR.OKRA81 Tl!:l&ATIK 
PEllO&JITAllAN K&lll&Klllil 
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'\o Pe-rmaial•h•n Stuntling Sasaran lndikat.or Targvt Rtncana \kt.I yang akan Oulput akhir yana T1rg«-t I T\\ I rw u TWiil rw rv Anggaron~p) Koc>rdmator I Peh1bana 
dllakuk.an tahun 2013 dltui,main 

Menu~atnya kuahw T cned1anya data bMc I Tcned1anva SDM pcngelola data Jumlah SDM pcngelola data Duw Kcsehatan. Dmas Sosral, 
I Lcmahnya s1aicm daUl I Data baae yq mah1t dueuap ke<amatan. 348 °""II 300000000 Bappeda 

data base stununa yq bcrl:uahw dcsa dan kchnhan 
Dmas korrunfo, Duw l(Jl dan PP 

Duw K- Dmas Scola!, 
~ Terlaksananya pcmetaan 

O.ta haa, I pcmetaan 348 Desai 50000000 Bappc:da 
Dmas Konunfo Pemcnnlah 

kebuluhan data tcrka1t stunung Keiurahon Kecemaren, Duias KB dan PP, 
BPS 

Dlll&5 Kesehalan. Duw Sostal, 
3 Terlaksananya morulOrulg dan 

Data has1I monev 3411 Desai 150000000 Bappeda 
Duw Kommfo Pemcnntah 

evaluaar data Kelurahon Kecamatan. Duw KB dan PP, 
BPS 

~Kuahtas 
Dmas Kcsclwan. Dinu Scola!, 

2 Pqelolaan data yq 1erla11h bclwn lase<ha lnf,._..uuktur Sutem Teraechanya aphlcas1 I Aphku1 Teraechanya P.,... Pendul..'llfli P....,.11Aphka:11 I Aphkas1 25 000000 0uw Kcmmfo Dinos Kanmfo Pemcnntah 

lnfonnas1 Stunlll>& pc,ianpnanstun11na Si stem lnfomw, Y ana Berkual1tas Kcaunatan. Dmu KB dan PP, 
BPS 

M~• I TerWcsananya pcmetaan dacnh, Seluruh w,J.yah kecamaw, ILAOAS "c:scnaan. UU\U .:>OSl&l,, 

Lemahnya - sislem mfonnaa1 J>enilelolun Persen ... e abebihtas Dinu Koounfo Pemenntab 
J 

data 
Aksesb,h ... SISlem 1n.foanas1 

1~. daerah yq memerlukan al(ses daf"" menaabes layanan 110000000 Dtnas Konunfo K<eamatan, 011,u l(Jl dan PP, 
lnformMI mfromu1 tnlcmet -- 

RENCANA AK81 REl'ORMA.81 BIROKRA.81 ntMATlK 
8'1'VlfTlNG 



P~mu11~fah:rn Ptn«elqli.an I Pf'nJtmbwi,pn 
R.ennaa ..\bl yan11. •bo Output akhlr ~.n1, I 

"• Abts Pf:nln,t.btan Ptrtun1buh .. n llnuta.si \a,araa lndil..ator 'target dilakuk!,,n tahun lO?J dihaslll,;.1u, flllrat:t TI\ I TI\U TI\ LU TWIV A•p:,aran (Rp) Koordinator Pelaba,n.a 
6t-rkf'fanjutan 

Merungl<a1nya - I Pelabanaan l'romclt Doenth ll'en<n'-po<a»1doenh Dmas PTSP, Bop,, K_..., 
I Promoa1 pount1 daerah maaih kom'fflt.ooal 1nfom"1M1 Potem1 Porunpatan Im••«>< 100<, ~ 111<1,ggunabn ........ ~'I! dipromootbn loo<, 100000000 Dvtaa PTSP Setdo Kooowe, Dmas KOMINfO Doenlt tcknolOIU lnfonnu1 

2 T enedianya .....,. promo,, ::!: Adan)'I webeue polfflll 
1 Wobt.te 25 000000 OtnU Korrunfo DmasPTSP 

pot.et111 deerah berbu:11 webene dt,etah 

T..-..dlOl1)'11Peta Pete tnfonnas1 poteNI J Membuol peta mform.!U1 poc.cm1 t T~tanya peta 1J1form.u1 
2 

Belum adanya lll&Ol'Ml1 peta wilay.11 potcn,1 W~ayah Infoonast da«ahbernas• I Pell doa'abberbos1tldcnol"IP 
"""""' dacrah -- 

!Peta 25000000 DinatPTSP Dl1lM PTSP. Bop,, KerJ81l111,l 
1nv-..1 Berdlurbn Potent, Jnfonnaa1 Setda Konow.. Du», KOMINFO 

In-... 
i.knoq,,nli:,rmu, Ullonnut tdcnolog,. 111fomw1 

Mens,gbtnya I lumlahg,n, MPP yang 
J Efisimat Struktur pc,~lolMO Mall Ptll)'lnatl kopotuhon poda Jam Penentasc b:hadU't.ll 100'. I Terlala•n•n)'ll pela~,on poda beropc.,raa1 seoai11 tq,.t waktu 12 OcrlJ 40000000 Dvtaa PTSP D .... !'TSP, lleptt Kei)aaa,Nt 

Publik KcrJo yq Teloh di --· g,,,,, MPP _. ,_ waktu 
donEliltcn Sc<do Kono-. Dmu KOMINl'O 

Tentubn 

Merungbtnya I T crlaksananya pemb= 
4 Kcpotuhan JOI" kCf]O kepowhan poda lam Pcnentate lccbadnn 100-. kochsq:,lllWl pep.wa.i ... I lumlahJ>C811""'l'"'-« 100 ::0000000 l>u1D PTSP l>u1D !'TSP, Btg,a,, K")O'CNI 

K«JO )'1lOI! Tclah cit JlO@IWlll berbla ~aecmaberb1a p- Sdda Kono .. -.. Dtnas KOMINFO 
Tcntubn 

~Del•>· 
~ D,lay prooct dolam Vol•yanan muth cukup lll1@81 1t111 Kflcrlamber.an Walctu peloyanen Pepot waktu 1 Tonodian)l' tilttwn informu1 I Apltl:m, pelayanan I Apltlwt 25 000 00(1 O....PTSP Dvtaa PTSP, Bapt, Ket,....,.. 

dllam PrOIC!t polayanan berbu• andond Setdo Konowe, Ou ... KOMINl'O 
Pelli)'lln&ll 

6 ~- SDM (Swnbct-Dsya MailUlt0l )"l1g Memngbtnya SDM Pen.otmcSDM)'llf'I! 
}()()'\> 

I Tcrlobazwlya pelauhan I lumlah SDM Profo11onal 250nng 100.000000 O....PTSP l>u1D PTSP, ilopr> KCIJl'8fflll 
tcrl>&tM ya.i~ Profes,ooaJ Pror..tOOaJ pen~ kon1pe,.,... SDM Setda Kooowo, Dtnas KOMINFO 

RBIICANA AKSI RBJ'ORJIASI IIIROKRA.81 Tl!.JIATIK 
PBIIOl!.JIT AllAII Kl!.IIJlll<lll All 



'\o Pcrmaul1hM11 Pengcndahan Inna·d Saur:an Ind lb tor 1a,icet Rencana Aksi yang akan Output aU.fr ynng Targl't I\\ l T\\ II n, m rw tv Ang••ron (Rp) Koordinator P<'laksana 
dil1kuUn tahun 2023 dihasHbn 

As1aen 
Bag,.an Elronomi Setda Kabupatcn 

Terc1pcany1 ahw chslnbus, panpn I Men1ngkatnya Konckuv1tu anw perekononuan dan Kooawe, Dmas Ketwnan ponpn, 

l Belum odanya pell alur d1Slnbus1 f>IIVOll yang I- Slurp"'8 lun< Tepatwalctu 
w!ll)'al, 

1 tndcb KontlhVlW 100 10 000 000 000 Panbanjrunan Setda 
Dmas Kopens,, penndusnan dan 

K•bupaten Kooawe ~BadanPcrcnc1n111n 
Pem~ Docrlh. Dmas PU 

2 Men~• Pcnwd' .. tan 2 Pmenwe petarui ncl•}'11l IQOI, 100000000 Dmas Pc:nnduwlan Dmas 'Jl>HP, Dinu Pcrikanan. Dmas 
pmlapnaan pellm Yftllll rncmos.run produlo,ya danP~ Pctcrcnakan 

3 Merunakaln)'a keria sun& dan 3 Perxntase Pemogkaton lQOI, 100000000 
Dmas Ketahaoan Bag1111 Bkonoou Setda, Boipan 

rulai tlllllSaksa antar dacnh KAD p._ KCl)asamaSetda 

AstSten 
Baglan Ekononu Setda Kabup&Jcn 

MewuJudk.wl kcteriani)buan 
Penentas<Pmurunan I S"'bth,as1 lwg&lsupply ond I lndeu Daya Bch perel(anomw, dan Kooawe, Dmas Kwhanan-. 

2 Kenaiun lwga panpn hlr»a 
komodt,.. Pang,.n dJatas 100\o demand Masyanl.11 100 800000000 Pembarv,inon Sctda 

Dmas Kopcno~ pcnndusnan dan 
HET Kabupaten Konawe 

pcrdapnpn. Sadan p--, 
Pcrnbanpw, Docroh 

2 Opwnalisas1 Opens, Pasat 
2 Int ........ _ pasar 

8 Kqp•tan 4llO 000 000 Dmas Penndus!nan Dmas Kctahanao Plnaazl. Bui~ S.,ao 
murah clan PenJa&an8,ln Ekooonu 

Ast<!en 
Baglen Ekononu Sctda Kabupolen 

T erwuJudnya kel<nOO!aao l Merungkatnya Kemandman ~·= clan 
Kona'o"'C.DmasKetahananpanpr1, 

3 Kctenediaanstol:- puokan 
N<ne& P- Stratqps 100", Pangan I lndeks kemandJnan - 100 500.000000 Pan!>onp,aD Sctda 

Dtnas Koper11S1, penodusnan clan 

Kabupotcn Konawe pcrdapnpn. Badan Pcrcncanaan 
Pcmbanpw, Deeroh 

2 M......,,ya Clldqan Panp, 2 lndtu KctahMlan Pangan 100 400000000 DmasKetwnan Dtnas TPHP, Dmas Pcruww,, Dmas 
Docrah SI.or Pola - honpen Pq,n Pctcrenakan 

Belurn 1cncd1enya SJStem informasJ kctencdtun T empcanya komurukas, Vll1I! Penentase bas~ I T~datapanpnyang DmasKeuhaMn 
4 koorchnu1 yang ,~ I Apllkas, data - IAphw1 2SOOOOOO Drnas Korninfo 

pai,san Y"'II re.,J tune efdctu reoltunc l'lnpn 

2 Tenr.endallll)'l l!lformao, yang 
2 O&l• lwsa- per han 121.aponn 20000.000 Dtnas Pennduslrun Baglan EkODOUU Sctda Kabupotcn 

berdampok poda kestab1l111 harp clan Perdap,gan Koeawe, Dtnas Ketahanan l*9", BPS 

3 Laporan berula AslJ!<n Bag1an Ekononu Soula Kabupat<n 
3 T empWl)'I hubunpn yq perkembanaan hulUJ daenh 12!.aponn 60000000 perdrononuao dan Konawc, Dmas Ketahanan ponpn. 
harmoru., anter pu,at dan daenh 

kc pusat 
Pembanpw, Sctda OUiu Koperasc pcnodusnan clan 
KAbupaten Kooawe pcrdopnpn 

Rll:NCAKA AKBI Rll:FORMABI 81ROKRA81 TltMATIK 
PENGENOALIAN INFLASI 



I 

..... Penm1JJ1lahan Dahu1,1 Puingklltan Pen,i:unaan Sauran tndi.kator T•~• R.en~aflll A.kf.l Ylllllt ak:an Output 11khir };.lftC, dlhasillulin T•ry;e-1 rwi T\\ lJ n, Ill TW 1' Angpran (Rp) Koordinator P•l•k..nna 
Prociuk Oalam 1\~ri diJak.ukan tahun 1023 

Behun ldan),t pemalwnan para pelolru UMKM M~y,,Jumlohpelalru l'fflaltasePe11J1181o,tan I Pelwan.n pemb.-., ildun 
I ualia PON,UMKM dawn PfOOOI' pel,kuu1AIU1)'11"11...-.lallar 100', ponJINft pelolru ual,a lokal y ...... I Sort161cao1 1'KDN 1>l(!l UMKM IOOUMKM 50000000 Duw Koponr>da@ Duw Kopenndag 

1D011fl0l101 ll·Tendoru>3, E-PutchMll'I dll -"""' ch k.ua!O{! lob! mudah don ,..,,.t, pel,ku uoaha 

2 M~ pemahamon I P.....,._pelolru"""'"don 
pelolru u,ol11 terlwl ... reodemg. e \JMKM )'11"11 pohom d<opu 100'·• 50000000 !)a.,. Kopennc!Oj! Du ... Koperu~ 

- ... dll 
_ .. ~P3DN 

Belum adanya lc.oordtnul )'Vig mtensifantara OPD Terwu,JUdnye tmem tat.a blola I Merungla,llom Pet11!'1ol, PBJ I Penenwo SOM Peneelola PBJ 
2 don pelaku uoaha )'11"11 terb>I penpdMn bonng don- y,,,-. ITKP 75 lndob yq K<>mpeten )WlllimatifikM1 

100'• 150000000 llog>a>1PBI Bog,an PBI 
biuk 

2 Terwu.Jucb:Jya ttStem tata kelol1 
penpdaon bonq dan->'""3 2 ITKP 75 lndcb 100000000 Bog,an PBI Bog,an PBJ 
boil< 

3 M«ungbtnya Opomool-1 
~·llknteknol<>w 3 Tul@lcat kepotulw> pelaponon 61 OPD 100000000 Bopt,PBJ Bop,, PBJ 
...£:inn.si dalam menun-- melalu1tlltffll pet....., bono,. don- 

3 T,npa< keporuhon temodop pel--.1,auem Merua,gla,tnya ....i-, RUP PON p.,....,- OiJ....., RUP PON IOOl<o IT~~ I p.,_ bonn(,1-PDN ,~. 50000000 IlopnPBI SemuoOPD 
Pelolru t.r.aho ya111 masoh lcmah PON )'1111! _,., kebutuhan pedaRUPterp<rWht 

R&lfCAIIA AK81 Rll:J'ORJIAIII BIROKRAIII TIUL\TIK 
Pl\llllfOKATAlf PI\IIOOUIIAAlf PRODUK DALAJI IISO&RI 


